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This study aims to explore the development of human resources 
(HR) in the administration of Makububui Village, Taniwel 
Subdistrict, focusing on three key aspects: basic competencies, 
management skills, and technical abilities, in the effort to 
achieve exemplary public service. The research method 
employed is qualitative, utilizing in-depth interviews and 
document analysis, involving village officials and relevant 
stakeholders to gain a comprehensive understanding of the HR 
capacity in the village. The findings indicate that a strong 
understanding of regulations and village authority is crucial 
for enhancing service effectiveness. Moreover, good 
management skills contribute to fostering a positive working 
culture among village administrators, while the enhancement 
of technical abilities, particularly in administration and public 
service, improves efficiency and responsiveness to community 
needs. This research provides valuable insights into strategies 
for developing HR capacity in village administration, 
ultimately aiming to improve the quality of public services 
sustainably. 
 

 
 

 

 
 
I. PENDAHULUAN 

Pembangunan desa menjadi salah satu prioritas utama dalam mendorong kemajuan dan kesejahteraan 
masyarakat di Indonesia. Fokus utama dalam pembangunan desa adalah pengembangan sumber daya 
manusia (SDM) aparatur desa yang berkualitas. Sebagai bagian integral dalam pelayanan publik, aparatur 
desa memegang peranan penting dalam menyediakan layanan yang optimal kepada masyarakat (Hafizi, 
2023; Listiawati et al., 2025; Permatasari & Khair, 2025). Sen, (1999) menyatakan bahwa pembangunan 
manusia harus dilihat sebagai proses yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga 
kemampuan individu untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, mengakses pendidikan, layanan 
kesehatan, serta menciptakan peluang kerja. Oleh karena itu, pembangunan manusia harus memfokuskan 
pada peningkatan kapasitas individu agar dapat berfungsi secara efektif di masyarakat, berpartisipasi 
dalam pengambilan keputusan, dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. 
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Para peneliti sebelumnya (Dilham et al., 2020; Kairupan et al., 2023; Swastuti, 2024) mengungkapkan 
bahwa kualitas pelayanan publik di desa sangat bergantung pada kapasitas dan keterampilan yang dimiliki 
oleh aparatur desa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana 
pengembangan SDM aparatur desa dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Desa 
Makububui, Kecamatan Taniwel. Penelitian ini mengidentifikasi tiga aspek utama yang mempengaruhi 
kinerja aparatur desa, yakni kemampuan dasar, kemampuan manajemen, dan kemampuan teknis. Aspek 
kemampuan dasar mencakup pemahaman tentang pemerintahan desa, regulasi yang berlaku, serta tugas 
dan fungsi masing-masing jabatan (Junaedi, 2023). Pengetahuan dasar yang solid sangat penting agar 
aparatur desa dapat menjalankan tugas dengan baik dan memberikan pelayanan yang berkualitas (Bahari, 
2022; Nasution, 2022). Selanjutnya, Wahyuni & Astuti, (2021) dalam penelitiannya menegaskan bahwa 
kemampuan manajerial dalam mengelola SDM, keuangan, dan aset desa berperan besar dalam 
meningkatkan efektivitas pelayanan. Manajemen yang baik memungkinkan aparatur desa untuk 
merancang dan melaksanakan program yang tepat sasaran, sehingga dapat memberikan manfaat yang 
maksimal bagi masyarakat (Lathifah et al., 2024). 
 
Kemampuan teknis menjadi aspek ketiga yang penting dalam mendukung kinerja aparatur desa. Abadi et 
al., (2020) mengungkapkan bahwa penguasaan keterampilan teknis dalam administrasi, perencanaan 
pembangunan, dan pelayanan publik adalah hal yang fundamental dalam meningkatkan kinerja aparatur 
desa. Faiqoh et al., (2022) menambahkan bahwa pelatihan berbasis teknologi digital dapat meningkatkan 
akuntabilitas pengelolaan dana desa dan mempercepat penerapan teknologi dalam pemerintahan desa. 
Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, peningkatan keterampilan teknis bagi aparatur desa 
menjadi semakin penting untuk merespons kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. 

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Aparartur Desa Makububui 

No. Jabatan 
Tingkat Pendidikan 

Jumlah 
SD SMP SMA D1-D2 S1 S2 

1. Pj Kepala Desa    1    1 
2. Sekretaris Desa      1  1 
3. Kepala Urusan    2  1  3 
4. Kepala Seksi    2    2 
5. Ketua RT    4    4 
6. BPD    3  1  4 

Jumlah   12  3  15 
      Sumber; Data Desa Makububui, (2024) 
 

Tabel di atas menunjukkan variasi tingkat pendidikan aparatur Desa Makububui, dengan sebagian besar 
memiliki latar belakang pendidikan hingga tingkat SMA. Meskipun ada beberapa aparatur yang memiliki 
gelar lebih tinggi, data ini mencerminkan tantangan besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan 
pelatihan bagi aparatur desa. Pengembangan SDM aparatur desa harus mempertimbangkan berbagai latar 
belakang pendidikan dan mencakup pelatihan yang berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan 
yang dihadapi oleh desa. 
 
Penelitian tentang pengembangan SDM aparatur desa banyak berfokus pada aspek administratif dan 
pengelolaan kebijakan publik dalam pemerintahan desa. Hermawan & Muhtar, (2022) meneliti tata kelola 
administrasi pemerintahan desa dengan fokus pada penerapan kebijakan publik, sedangkan Junarto & 
Salim, (2022) menekankan pentingnya pengelolaan administrasi desa untuk membangun kemandirian 
ekonomi masyarakat. Penelitian-penelitian ini memberi wawasan penting terkait manajemen administrasi 
desa, namun kurang menggali hubungan antar kemampuan dasar, manajerial, dan teknis aparatur desa. 
Penelitian ini mengadopsi pendekatan holistik yang memandang keterkaitan antara ketiga aspek tersebut 
dalam konteks pelayanan desa. Dengan memahami bagaimana kemampuan dasar, manajerial, dan teknis 
saling berinteraksi, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang 
bagaimana pengembangan kapasitas SDM dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik di desa. 
 
State of the art kajian ini terfokus pada pengembangan SDM aparatur desa yang menunjukkan bahwa 
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sebagian besar penelitian sebelumnya lebih fokus pada aspek administratif dan kebijakan publik tanpa 
mempertimbangkan keterkaitan antara kemampuan dasar, manajerial, dan teknis aparatur desa secara 
menyeluruh. Banyak penelitian yang mengungkapkan pentingnya kemampuan administratif dalam 
meningkatkan pelayanan publik, namun sangat sedikit yang mengkaji interaksi antara ketiga aspek 
kemampuan yang esensial ini dalam konteks pengelolaan desa secara komprehensif. Oleh karena itu, 
kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang holistik, yang tidak hanya mengeksplorasi 
masing-masing kemampuan secara terpisah, tetapi juga menghubungkannya untuk memberikan gambaran 
yang lebih utuh tentang pengembangan SDM aparatur desa. 

Pernyataan masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana interaksi antara kemampuan dasar, 
manajerial, dan teknis aparatur desa dapat mempengaruhi efektivitas pelayanan publik di Desa 
Makububui. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pengembangan kapasitas SDM 
aparatur desa dengan fokus pada tiga aspek utama tersebut kemampuan dasar, manajemen, dan 
keterampilan teknis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa. Penelitian ini bertujuan 
memberikan panduan yang lebih aplikatif dalam merumuskan kebijakan pelatihan dan pemberdayaan 
SDM di tingkat desa, yang sebelumnya belum menjadi fokus utama dalam penelitian terdahulu. 

 

II. METODE 

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi pengembangan SDM aparatur desa 
di Desa Makububui, Kecamatan Taniwel, dengan fokus pada tiga aspek utama, yaitu kemampuan dasar, 
kemampuan manajerial, dan kemampuan teknis. Untuk mencapai tujuan penelitian, data dikumpulkan 
melalui wawancara mendalam dengan aparatur desa dan pemangku kepentingan terkait, guna 
memperoleh perspektif yang komprehensif mengenai kapasitas SDM yang ada di desa tersebut. 

Selain wawancara, analisis dokumen juga dilakukan untuk menelaah regulasi, kebijakan, dan informasi 
relevan terkait pengelolaan desa. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menggali hubungan 
antara berbagai kemampuan aparatur desa dalam konteks pelayanan publik, serta mengidentifikasi faktor-
faktor yang mempengaruhi efektivitas pelayanan kepada masyarakat. 

Melalui kombinasi wawancara mendalam dan analisis dokumen, diharapkan hasil penelitian dapat 
memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pengembangan kapasitas SDM aparatur desa. Selain 
itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang aplikatif yang dapat digunakan untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Kapasitas Aparatur Desa Berdasarkan Kemampuan Dasar  

Kemampuan dasar merupakan fondasi yang sangat penting bagi aparatur desa, karena mencerminkan 

pengetahuan mereka mengenai berbagai aspek pemerintahan desa, termasuk peraturan yang berlaku dan 

tugas pokok masing-masing jabatan (Aminudin, 2019; Annahar et al., 2023; Sulaiman & Mashari, 2023). 

Dalam wawancara dengan Sekretaris Desa Makububui, beliau menekankan pentingnya pemahaman 

tentang kewenangan desa yang diatur oleh Undang-Undang. 

“DD dan ADD adalah salah satu contoh Desa diberikan kewenangan untuk mengelolah tetapi 
kewenangannya tetap ada pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah pusat maupun daerah 
karena undang – undang Desa mengaharuskan seperti demikian oleh karena dasar 
peneyelenggaraan pemerintahan desa adalah undang undang maka dalam menjalankan tugas 
pemerintahan desa harus berpatokan pada undang – undang”. 

Pernyataan tersebut tidak hanya menunjukkan pemahaman yang baik dari Sekretaris Desa mengenai dasar 

hukum yang mengatur pemerintahan desa, tetapi juga menyoroti pentingnya aspek ini dalam menjalankan 

fungsi pemerintahan yang efektif. Kenyataan ini mencerminkan bahwa desa, meskipun memiliki otonomi, 

tetap harus mempertanggungjawabkan pengelolaannya kepada pihak yang lebih tinggi. Pengawasan yang 

ketat sangat vital untuk memastikan bahwa dana desa digunakan dengan benar dan tidak disalahgunakan. 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


KAMBOTI: Jurnal Sosial dan Humaniora (eISSN: 2746-475X) 
Volume 5, Nomor 5, Hal: 72-82 

https://jurnal.lldikti12.id/index.php/kamboti 
KAMBOTI is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. 

75 

 

 

Oleh karena itu, pemahaman aparatur desa tentang regulasi yang mengatur penggunaan dana desa sangat 

penting. Tanpa pengetahuan yang memadai, dana desa berisiko tidak dimanfaatkan secara optimal, yang 

pada akhirnya dapat merugikan masyarakat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Chalil, (2020); Ginting et al., (2023) dan Nst & Malikhah, (2020) secara 

konsisten mendukung pentingnya pengetahuan dasar dalam memastikan efektivitas tugas pemerintahan 

desa. Chalil, (2020) dalam analisis meta-frontier menunjukkan bahwa efisiensi pengeluaran pemerintah 

desa sangat dipengaruhi oleh pemahaman aparatur desa terhadap alokasi dan penggunaan dana, yang 

menunjukkan pentingnya pengetahuan dasar mengenai manajemen keuangan. Selain itu, Nst & Malikhah, 
(2020) menekankan bagaimana pengelolaan alokasi dana desa yang efektif bergantung pada tata kelola 

pemerintahan yang baik, yang hanya bisa tercapai jika aparatur desa memiliki pengetahuan yang memadai 

mengenai regulasi dan kebijakan. Ginting et al., (2023) juga membahas tentang manajemen risiko dan 

administrasi dana desa, yang keduanya memerlukan pemahaman dasar yang kuat untuk menghindari 

kesalahan yang dapat merugikan masyarakat. Berdasarkan tiga studi ini, dapat disimpulkan bahwa 

penguasaan pengetahuan dasar menjadi fondasi yang kuat dalam mencapai pengelolaan yang baik dan 

efektif di pemerintahan desa. 

Berdasarkan wawancara dengan aparatur desa, pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi (tupoksi) 

masing-masing sangat baik. Mereka menjelaskan bahwa musyawarah desa merupakan langkah awal dalam 

penyusunan peraturan desa (Perdes), yang melibatkan semua unsur masyarakat. Proses musyawarah ini 

bukan hanya sekadar formalitas, melainkan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan 

kebutuhan mereka. Hal ini menunjukkan partisipasi aktif masyarakat dalam perumusan kebijakan, yang 

merupakan refleksi dari praktik demokrasi di tingkat desa. Penelitian oleh Sulistyowati & Nataliawati, 

(2022) menunjukkan bahwa desa yang menerapkan musyawarah secara terbuka dengan partisipasi 

masyarakat yang tinggi akan menghasilkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, dibandingkan 

dengan desa yang partisipasinya rendah. Tingkat partisipasi ini berkontribusi pada transparansi dan 

akuntabilitas dalam pemerintahan desa, karena setiap suara yang disampaikan dalam musyawarah dapat 

dipertanggungjawabkan dan dicatat dalam dokumen resmi. 

Hasilnya, dengan memberikan ruang bagi aspirasi masyarakat dan mengintegrasikannya dalam proses 

pengambilan keputusan, musyawarah desa tidak hanya memperkuat demokrasi lokal tetapi juga 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Oleh karena itu, analisis ini 

menunjukkan bahwa praktik musyawarah desa yang melibatkan partisipasi aktif bukan hanya alat untuk 

menciptakan kebijakan, tetapi juga fondasi bagi peningkatan kualitas pemerintahan desa secara 

keseluruhan. Kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa sangat berdampak pada legitimasi tindakan 

aparatur desa dalam menjalankan tugasnya. Ketika masyarakat terlibat dalam proses pengambilan 

keputusan, mereka merasa memiliki andil dalam kebijakan yang dihasilkan, sehingga meningkatkan rasa 

memiliki terhadap peraturan yang ditetapkan. Pengetahuan mengenai Perdes akan semakin memperkuat 

posisi aparatur desa dalam menyusun dan menetapkan peraturan yang sah demi kemajuan dan 

kesejahteraan masyarakat. 

Namun, meskipun terdapat pemahaman yang baik di kalangan aparatur desa, tantangan tetap ada. Salah 

satu tantangan terbesar adalah perubahan regulasi yang seringkali terjadi, yang mengharuskan aparatur 

desa untuk terus memperbarui pengetahuan mereka. Oleh karena itu, pelatihan dan pendidikan 

berkelanjutan menjadi kebutuhan yang mendesak. Aparatur desa perlu diberikan akses kepada informasi 

terbaru mengenai peraturan dan regulasi yang berlaku, serta pelatihan tentang bagaimana 

menerapkannya dalam praktik sehari-hari. 

Kemampuan dasar aparatur desa menjadi salah satu unsur vital dalam pengelolaan kerja pemerintahan 

desa. Pengetahuan yang baik terkait regulasi, keterlibatan masyarakat, dan keterampilan praktis 

merupakan faktor-faktor yang saling berhubungan dan sangat penting dalam mendorong keberhasilan 

pemerintahan desa, sebagaimana dijelaskan oleh Annahar et al., (2023); Ginting et al., (2023), dan Nst & 
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Malikhah, (2020). Untuk mencapai tujuan ini, kebutuhan akan kemajuan pengetahuan dan keterampilan 

melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan sangat dibutuhkan, guna mempersiapkan aparatur desa 

dalam menghadapi berbagai tantangan yang akan datang. 

 

2. Kapasitas Aparatur Desa Berdasarkan Kemampuan Manajemen  

Kapasitas manajemen aparatur desa merupakan elemen penting dalam mencapai tujuan pelayanan publik 

yang efektif (Lukiastuti & Djou, 2022; Saragih, 2024). Manajemen mencakup berbagai aspek, seperti 

pengelolaan sumber daya manusia (SDM), pelayanan publik, tata kelola aset, dan pengelolaan keuangan 

yang tepat. Setiap aspek ini saling terkait dan berdampak langsung pada kualitas pelayanan yang diberikan 

kepada masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai 

dimensi-dimensi kemampuan manajemen aparatur desa dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi 

kualitas pelayanan publik yang disajikan. 

"Kepastian terhadap pelayanan bagi masyarakat harus dilakukan, olehnya itu maka dalam posisi 
saya sebagai pejabat kepala desa saya selalu mendorong kepada staf saya bahwa tugas dan tanggung 
jawab yang diemban sekarang ini adalah tugas mulia."  
 

Kutipan pernyataan di atas mencerminkan betapa pentingnya pelayanan publik yang efektif. Pelayanan 

desa bukan hanya sekadar tugas administratif, tetapi juga panggilan untuk memberikan sumbangsih positif 

kepada kehidupan masyarakat pedesaan. Pernyataan ini tidak hanya memberi dorongan kepada staf desa, 

tetapi juga menanamkan rasa tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan amanat undang-undang. 

Perilaku seperti ini akan menciptakan budaya kerja yang progresif, yang mendorong setiap individu untuk 

berdaya guna demi kesejahteraan masyarakat desa. 

Manajemen SDM menjadi pondasi utama dalam menciptakan aparatur desa yang memiliki kompetensi 

untuk bersaing. Pengembangan keterampilan dan kompetensi pegawai sangat penting dalam konteks ini 

(Fejfarová & Fejfar, 2022; Rahman, 2023). Kepala desa berperan sebagai penggerak utama dalam 

menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pengembangan diri melalui pelatihan dan workshop. 

Pelatihan ini bisa mencakup berbagai keterampilan, termasuk komunikasi, negosiasi, dan pemecahan 

masalah. Sebagai contoh, pelatihan dalam penguasaan teknologi informasi, seperti penggunaan aplikasi 

Microsoft Word dan Excel, dapat meningkatkan efisiensi administrasi dan pengolahan data. Dengan 

manajemen SDM yang baik, tidak hanya motivasi staf yang meningkat, tetapi juga kualitas pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat. 

Kemajuan dalam manajemen pelayanan publik dapat dilihat dari kemampuan untuk menyediakan layanan 

yang prima. Ini termasuk administrasi surat-menyurat yang efisien, penanganan keluhan masyarakat, dan 

penyediaan informasi yang cepat dan akurat. Namun, keterbatasan dalam penguasaan teknologi informasi 

sering kali menjadi tantangan. Misalnya, apabila staf desa mengalami kesulitan dalam menggunakan 

program komputer, hal ini dapat menghambat proses pelayanan. Oleh karena itu, pelatihan yang memadai 

sangat dibutuhkan agar staf desa dapat menyesuaikan cara kerja mereka dengan perkembangan teknologi, 

sehingga tugas-tugas pelayanan dapat lebih cepat dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Manajemen keuangan juga menjadi pilar utama dalam pengelolaan keuangan desa. Diskusi dengan Kepala 

Desa menyoroti pentingnya prinsip keterbukaan dan pengawasan dalam tata kelola keuangan desa. Hal ini 

sejalan dengan Pasal 26 Ayat (3) UU Desa, yang mewajibkan Kepala Desa untuk menjalankan pemerintahan 

secara bertanggung jawab dan kompeten. Kepala Desa menjelaskan bahwa dengan menerapkan prinsip 

keterbukaan, masyarakat dapat memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap pelaksanaan 

anggaran. Ketidakpastian dalam pelaksanaan anggaran dapat diatasi melalui pemahaman yang baik 
tentang perubahan yang diperlukan, berdasarkan evaluasi yang dilakukan secara periodik. 

Lebih lanjut, pengelolaan keuangan yang akurat dan transparansi laporan kepada masyarakat terbukti 

dapat meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Sebagai 
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contoh, penelitian yang dilakukan oleh Ngakil & Kaukab, (2020) di Wonosobo menunjukkan bahwa 

transparansi keuangan yang didukung dengan kemudahan akses informasi keuangan, baik secara offline 

maupun online, mekanisme kontrol dari masyarakat dan lembaga desa, serta model publikasi yang mudah 

dipahami oleh masyarakat, akan menciptakan akuntabilitas dan memperkuat kolaborasi antara 

pemerintah desa dan masyarakat. Hal ini memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih baik dan sesuai 

dengan aspirasi masyarakat. 

 

3. Kapasitas Aparatur Desa Berdasarkan Kemampuan Teknis  

Kapasitas teknis aparatur desa merupakan elemen krusial dalam memastikan kelancaran dan efektivitas 

pemerintahan desa. Beberapa penelitian (Bu & Bu, 2020; Liu & Yang, 2019; Xiao et al., 2024) menyoroti 

pentingnya kemampuan teknis dalam pemerintahan desa, yang mencakup aspek-aspek seperti 

administrasi, perencanaan, pengelolaan keuangan, dan pelayanan publik yang berkualitas. Setiap elemen 

ini saling berkaitan dan memiliki peran yang signifikan dalam mendukung efektivitas pelayanan yang 

disediakan oleh pemerintah desa. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai elemen-

elemen tersebut, dengan memberikan penjelasan deskriptif, contoh, dan analisis untuk lebih memahami 

pentingnya kemampuan teknis dalam pengelolaan pemerintahan desa. 

Salah satu aspek utama dalam kemampuan teknis adalah penyusunan administrasi. Kaur Tata Usaha 

menegaskan bahwa pengelolaan administrasi yang baik sangat penting bagi kelancaran operasional desa. 

Ia menjelaskan bahwa administrasi mencakup pembuatan surat menyurat, pengarsipan, dan pemeliharaan 

alat-alat kantor. Hal ini menunjukkan bahwa administrasi bukan hanya terkait dengan tugas rutin, tetapi 

juga merupakan fondasi dari seluruh aktivitas pemerintahan desa. Sebagai contoh, pembuatan surat 

menyurat yang baik akan memastikan bahwa informasi penting dapat disampaikan dengan jelas kepada 

masyarakat. Jika surat tersebut tidak disusun dengan baik, kemungkinan besar akan terjadi miskomunikasi 

yang dapat berdampak negatif pada kedua belah pihak. Di sisi lain, pengarsipan yang rapi dan sistematis 

memudahkan akses terhadap dokumen penting di masa depan. Selain itu, pemeliharaan alat kantor yang 

baik juga penting, karena alat yang tidak terawat dapat menghambat proses administrasi dan 

memperlambat pengambilan keputusan. 

Namun, penataan administrasi yang baik tidak bisa dilakukan secara individu. Kolaborasi antara semua 

unsur aparatur desa sangat penting untuk menciptakan sistem administrasi yang lebih efektif. Setiap 

anggota tim harus diberikan tugas dan tanggung jawab yang jelas agar sinergi antara mereka terjalin 

dengan baik. Misalnya, jika satu tim bertanggung jawab atas pengarsipan, tetapi tidak berkomunikasi 

dengan tim yang membuat surat, informasi yang diperlukan bisa saja tidak sampai kepada pihak yang tepat. 

Oleh karena itu, komunikasi yang baik dan kolaborasi antar tim menjadi kunci keberhasilan dalam 

pengelolaan administrasi desa. 

Selanjutnya, kemampuan teknis juga mencakup penyusunan perencanaan pembangunan yang tepat. Kaur 

Perencanaan menjelaskan bahwa pengumpulan data yang akurat dan analisis yang mendalam sangat 

diperlukan dalam menyusun perencanaan pembangunan. Dalam situasi darurat seperti bencana alam, 

kecepatan pengambilan keputusan dan tindakan yang tepat menjadi sangat penting. Oleh karena itu, 

perencanaan yang baik harus didasarkan pada data yang valid dan dianalisis secara mendalam. Sebagai 

contoh, ketika terjadi bencana alam, pemerintah desa harus segera mengetahui daerah yang paling parah 

terkena dampak dan apa saja kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi. Jika perencanaan tidak 

didasarkan pada data yang valid, bantuan yang diberikan bisa jadi tidak sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. 

Pendekatan partisipatif dalam perencanaan juga sangat penting. Dengan melibatkan masyarakat dalam 

proses pengambilan keputusan, pemerintah desa dapat memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai 

kebutuhan dan harapan warga. Akbar et al., (2021) menjelaskan bahwa pengelolaan perencanaan 

pembangunan juga harus berorientasi pada hasil. Sejalan dengan itu, Letsolo et al., (2022) menekankan 
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pentingnya evaluasi dan pengawasan dalam memastikan bahwa pencapaian pembangunan sesuai dengan 

anggaran yang telah dialokasikan. Sebuah laporan kinerja yang transparan tidak hanya memberikan 

kepercayaan kepada masyarakat, tetapi juga memperkuat akuntabilitas bagi seluruh unsur pemerintahan 

desa (Andriyanti & Savitri, 2024; Husni et al., 2023). Dengan adanya pengawasan yang ketat terhadap 

penggunaan anggaran, masyarakat akan lebih percaya bahwa pembiayaan yang diberikan telah tepat 

sasaran. 

Sebagai contoh nyata, studi yang dilakukan oleh Yudastio & Azriya, (2022) di Kecamatan Natar, Kabupaten 

Lampung Selatan, menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang transparan dapat meningkatkan 
partisipasi masyarakat dalam hal akuntabilitas. Keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran 

dan pelaksanaan program pembangunan terbukti dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dalam laporan kinerja dan pengelolaan 

anggaran tidak hanya memperkuat akuntabilitas, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap pemerintah desanya. Dengan demikian, penguasaan kemampuan teknis yang mencakup 

administrasi yang baik, perencanaan pembangunan yang berbasis data, dan pengelolaan keuangan yang 

transparan menjadi kunci untuk menciptakan pemerintahan desa yang efektif dan efisien. 

 

4. Memahami Interkoneksi antara Tiga Aspek Kemampuan Dasar, Kemampuan Manajemen, dan 

Kemampuan Teknis Aparatur Desa 

Setijaningrum et al., (2025) menjelaskan bahwa pelayanan publik yang efektif di tingkat desa sangat 

bergantung pada sinergi antara tiga aspek kunci dalam kapasitas aparatur desa, yaitu kemampuan dasar, 

kemampuan manajemen, dan kemampuan teknis. Ketiga komponen ini saling terkait dan mendukung satu 

sama lain. Kemampuan dasar berfungsi sebagai fondasi pengetahuan tentang regulasi dan tugas pokok 

aparatur desa, yang esensial bagi mereka dalam menjalankan fungsi pemerintahan sesuai dengan 

ketentuan hukum. Sebagai contoh, dengan pemahaman yang kuat mengenai penggunaan Dana Desa (DD) 

dan Alokasi Dana Desa (ADD), aparatur desa dapat memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara 

efisien untuk kepentingan masyarakat. 

Selain itu, masyarakat yang aktif terlibat dalam proses penyusunan peraturan desa (Perdes) merasa 

memiliki andil dalam pengambilan keputusan, yang pada gilirannya meningkatkan legitimasi dan 

kepercayaan terhadap aparatur desa (Madjid et al., 2022; Neta et al., 2024). Hal ini mempertegas 

pentingnya keterlibatan masyarakat dalam tata kelola desa yang transparan dan akuntabel. 

Di samping kemampuan dasar, kemampuan manajemen juga memainkan peran penting. Darmi & Mujtahid, 

(2021) serta Rahmatunnisa et al., (2023) menekankan bahwa kemampuan manajemen menjadi penggerak 

vital dalam menciptakan budaya kerja yang positif di lingkungan aparatur desa. Komitmen terhadap 

pelayanan publik yang berkualitas mendorong pengembangan keterampilan pegawai melalui pelatihan 

dan program peningkatan kapasitas. Pelatihan tersebut memungkinkan aparatur desa untuk beradaptasi 

dengan teknologi informasi dan mengelola administrasi, sumber daya manusia, dan keuangan secara lebih 

efisien. 

Selanjutnya, kemampuan teknis menjadi aspek yang tak kalah penting. Kemampuan ini mencakup 

penyusunan anggaran dan pemahaman aturan, seperti Pemendagri terkait pengelolaan ADD, serta 

perencanaan pembangunan. Dalam konteks ini, aparatur desa harus memiliki kemampuan untuk 

mengidentifikasi potensi sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), serta kearifan lokal yang 

dapat dikembangkan untuk kemajuan desa. Dengan demikian, ketiga aspek kapasitas aparatur desa—

kemampuan dasar, manajerial, dan teknis berperan saling mendukung dalam menciptakan pelayanan 

publik yang efektif dan efisien di tingkat desa. 
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IV. KESIMPULAN 
1. Kesimpulan   

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas pelayanan publik di tingkat desa sangat 

dipengaruhi oleh interkoneksi yang harmonis antara kemampuan dasar, manajemen, dan teknis aparatur 

desa. Kemampuan dasar berfungsi sebagai fondasi pengetahuan yang esensial bagi aparatur dalam 

memahami regulasi dan menjalankan fungsi pemerintahan. Sebagai contoh, pemahaman yang baik 

mengenai penggunaan dana desa dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perumusan kebijakan 

terbukti memiliki dampak signifikan terhadap legitimasi dan kepercayaan antara aparatur desa dan 

masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa memperkuat rasa kepemilikan mereka 

terhadap peraturan yang ditetapkan, serta merangsang responsivitas aparatur dalam memenuhi 

kebutuhan masyarakat. 

Di sisi lain, kemampuan manajemen dan teknis memainkan peran kunci sebagai penggerak dalam 

menciptakan budaya kerja yang positif. Setiap pegawai yang terlibat secara maksimal memberikan 

kontribusi positif terhadap kehidupan masyarakat. Pengembangan keterampilan melalui pelatihan dan 

program peningkatan kapasitas, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi 

dan keuangan, meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Penggunaan teknologi ini juga memberikan 

keunggulan kompetitif bagi aparatur desa dalam melaksanakan tugasnya. 

 
2. Saran, Keterbatasan dan Penelitian yang akan datang  

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk 

meningkatkan kapasitas aparatur desa di Desa Makububui. Pertama, disarankan untuk mengadakan 

peningkatan kapasitas melalui proses pelatihan berkelanjutan yang fokus pada penguatan pemahaman 

aturan terkini dan penggunaan teknologi informasi. Hal ini akan membantu aparatur desa tetap relevan 

dan efisien dalam menjalankan tugas mereka. Selain itu, pelatihan di bidang komunikasi, negosiasi, dan 

pemecahan masalah juga sangat penting untuk meningkatkan kualitas interaksi antara aparatur desa dan 

masyarakat. 

Kedua, memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sangatlah krusial. 

Pemerintah desa disarankan untuk mengadakan forum atau musyawarah secara lebih rutin untuk 

memberikan ruang bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka. Dengan cara 

ini, masyarakat tidak hanya merasa memiliki andil dalam pembangunan desa, tetapi juga meningkatkan 

legitimasi tindakan aparatur desa. 

Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan. Penelitian dilakukan di satu desa tertentu, yang memiliki 
karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi yang unik. Oleh karena itu, hasil yang diperoleh mungkin tidak 

sepenuhnya dapat diterapkan pada desa lain atau konteks yang berbeda. Diperlukan penelitian lebih lanjut 

di lokasi-lokasi yang beragam untuk memahami variabilitas dan praktik yang ada di berbagai konteks. 

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai dampak partisipasi 

masyarakat dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini dapat memfokuskan diri pada hubungan antara 

tingkat keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa dan tingkat kepuasan mereka terhadap 

pelayanan yang diberikan. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika ini, akan lebih mudah 

merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan interaksi antara aparatur desa dan 

masyarakat. 

Akhirnya, penelitian selanjutnya juga dapat mencakup studi komparatif antara beberapa desa dengan 

karakteristik atau kebijakan yang berbeda. Hal ini akan membantu untuk memahami faktor-faktor apa saja 

yang berkontribusi pada keberhasilan dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa dan kualitas 

pelayanan publik. 
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